Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ntn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NATUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat
Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Nomor Identitas xxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir,
Ceruk 09 Maret 1979, umur 45 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-
laki, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di
Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor
Telepon  XXXXXXXXXXX, dan Domisili elektronik

XXXXXXXXXXXX, Sebagai Pemohon |;

PEMOHON 2, Nomor Identitas 1807066711860003, Tempat dan
Tanggal Lahir, Selorejo 27 September 1991, umur 33
tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Perempuan,
Warga Negara Indonesia, Golongan Darah O, tempat
tinggal Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,
Nomor Telepon xxxxxxxxxxxxxx dan Domisili elektronik

XXXXXXXXXXXXXX, Sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon | dan Pemohon |l

disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20
November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna
dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ntn. tanggal 22 November
2024, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan perkawinan
menurut agama Islam di Limau Manis, Desa Limau Manis, Kecamatan
Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada
tanggal 25 Januari 2016;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il
adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Sumarto yang di (wakil
walikan kepada abang kandung Pemohon Il yang bernama Miswanto)
dikarenakan ayah kandung Pemohon Il telah meninggal dunia, dan
disaksikan oleh dua orang saksi bernama Andi H.n dan Umardi dengan
mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon | berstatus tidak ada terikat
perkawinan dengan orang lain, dan Pemohon Il berstatus tidak ada terikat
perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada larangan untuk
melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai
2 (dua) orang anak bernama:

a. DIYA NATASA BINTI MUHAMAD KADAR ALIAS MOHAMAD

KADAR, NIK: 2103155408160001, tempat dan tanggal lahir, Natuna
14 Agustus 2016;
b. RADYA ALFA RIZQI BIN MUHAMAD KADAR ALIAS MOHAMAD
KADAR, NIK: 2103152910200001, tempat dan tanggal lahir, Natuna
29 Oktober 2020;
Anak tersebut diatas lahir sebelum Pemohon | dan Pemohon Il melakukan
pernikahan yang tercatat secara Negara;

6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak ada

pihak lain yang keberatan;
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7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sudah pernah mengurus buku nikah ke
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, namun sampai
sekarang Pemohon | dengan Pemohon Il belum mendapatkan Buku
Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
tercatat, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bunguran  Timur, dengan Surat  Nomor: B-
071/Kua.32.03.09/PW.01/11/2024;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan itsbat nikah ke
Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon
| dan Pemohon Il dan untuk persyaratan mendapatkan Buku Nikah yang
sah secara Negara;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon II
memohon agar Bapak/lbu Ketua Pengadilan Agama Natuna Cqg. Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon | (PEMOHON 1)

dengan Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di Limau Manis,
Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 25 Januari 2016;

3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER
Apabila Hakim/Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada
papan pengumuman Pengadilan Agama Natuna selama 14 (empat belas) hari
guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila
ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan
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Pemohon | dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain
yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon | dan
Pemohon Il hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat
permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para
Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103150903790002, atas nama
Mohamad Kadar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal
12 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian
Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata
sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807066711860003, atas nama
Fitri Wahyu Ningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal
24 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian
Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata
sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0002/AC/2016/PA.Ntn, atas nama Endang
Seri alias Endang Sari binti Muhamad Skun dan Muhamad Kadar bin
Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 Januari 2016. Bukti surat tersebut
telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan
dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi
1. umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi
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menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon II, di bawah sumpah

Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada

pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi
paman Pemohon | dan Pemohon Il adalah istri Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;

- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon I
menikah;

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon | dengan Pemohon Il menikah
pada tanggal 25 Januari 2016;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Limau Manis,
Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten
Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon Il pada pernikahan
tersebut adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Sumarto
yang di wakil walikan kepada abang kandung Pemohon Il yang
bernama Miswanto dikarenakan ayah kandung Pemohon Il telah
meninggal dunia;

- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il pada
waktu itu berupamas kawin berupa cincin emas dibayar tunai;

- Bahwa Yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul
adalah Andi H.n. dan Umardi;

- Bahwa Pada saat menikah Pemohon | berstatus duda cerai hidup
dan Pemohon Il berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh
menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan

atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;
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- Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh
bukti perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il dan untuk persyaratan
mendapatkan Buku Nikah yang sah secara Negara;

2. , umur 40 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon I, di bawah
sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada
pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II, dan Pemohon |
adalah suami Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk
mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il menikah;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il
menikah pada tanggal 25 Januari 2016;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Limau Manis, Desa
Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon Il pada pernikahan tersebut
adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Sumarto yang di wakil
walikan kepada abang kandung Pemohon Il yang bernama Miswanto
dikarenakan ayah kandung Pemohon Il telah meninggal dunia;

- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il pada
waktu itu berupamas kawin berupa cincin emas dibayar tunai;

- Bahwa Yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah
Andi H.n. dan Umardi;

- Bahwa Pada saat menikah Pemohon | berstatus duda cerai hidup dan
Pemohon Il berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;
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- Bahwa lItsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh
bukti perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il dan untuk persyaratan
mendapatkan Buku Nikah yang sah secara Negara;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pengumuman Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Natuna dalam tenggang waktu
14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI
Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan
Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun
tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi
pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan
keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Natuna, karenanya
Hakim berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam
perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara

yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah,
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oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat
permohonan, dan dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi
di persidangan, telah ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama
Natuna, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku Il
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan
Agama Natuna berwenang secara relatif (relative competentie) untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para
Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat
(4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengarkan keterangan Para
Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah
terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang
berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya
berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Para
Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi
pihak dalam perkara ini (legal persona standing in judicio) dan karenanya
Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah

ini;

Pokok Perkara
Menimbang, bahwa dalil-dalii permohonan Para Pemohon pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
menurut agama Islam di Limau Manis, Desa Limau Manis, Kecamatan
Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada
tanggal 25 Januari 2016;
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2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah
kandung Pemohon Il yang bernama Sumarto yang di (wakil walikan
kepada abang kandung Pemohon Il yang bernama Miswanto)
dikarenakan ayah kandung Pemohon Il telah meninggal dunia, dan
disaksikan oleh dua orang saksi bernama Andi H.n dan Umardi dengan
mas kawin berupa cincin emas dibayar tunaij;

3. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon | berstatus duda
cerai hidup, sedangkan Pemohon Il berstatus gadis (perawan), antara
Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, sesusuan dan
semenda;

4. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il sudah pernah mengurus
buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut,
namun sampai sekarang Pemohon | dengan Pemohon Il belum
mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il tidak tercatat, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg. Hakim membebankan
kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun
perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau
halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun
perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah
syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh
rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua
orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar
hukum Islam dalam kitab al-Figh ‘'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd
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al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12,
yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:
o9 ()I.).hl.t'hg U\J_gg 429 ) 9 T9J -duno> Cl&dl L')lSJI

Artinya: “Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali
nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab gabul).”

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu
perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang
menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud
dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan itsbat nikah yang diajukan
ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7
ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka
penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah
atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan
yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana
bahwa pembatasan permohonan itsbat nikah tersebut menunjukkan lembaga
itsbat nikah merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi
tertentu dan mengalami kesulitan (udzur syar’) untuk mencatatkan
perkawinannya, sehingga dalam perkara a quo Hakim berpendapat Para
Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya
kesulitan (udzur syar’l) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa
mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta bukti
saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan
Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut
merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat
bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan
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formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan
dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 menerangkan yang pada
pokoknya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di
Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan
Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 dan P.2 telah
memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian,
oleh karena bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil
suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna
dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan
terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menerangkan yang pada pokoknya
Pemohon | telah bercerai secara resmi dengan istri sebelumnya yang bernama
Endang Seri alias Endang Sari binti Muhamad Skun, keterangan mana relevan
dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat
P.3 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan
demikian, oleh karena bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil
suatu akta autentik, maka bukti surat P.3 tersebut bersifat sempurna dan
memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan
terbukti keterangan yang termuat dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti
alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama
Natuna, oleh sebab itu sesuai dengan Buku Il Edisi Revisi 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai
Pengesahan Perkawinan/ltsbat nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan
Agama Natuna berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309
R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon | dan Pemohon II menikah
sekitar tahun 2016, di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau, sebelum akad nikah status Pemohon | adalah duda
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cerai hidup dan Pemohon Il berstatus gadis, antara Pemohon | dan Pemohon
tidak ada memiliki hubungan darah, hubungan sepersusuan, dan hubungan
semenda, ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon IlI, baik secara agama maupun adat yang berlaku, sejak
menikah sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah bercerai
dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan yang lain, serta tidak pernah
keluar dari agama islam, sejak menikah sampai saat ini tidak ada pihak
manapun yang menggugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut,
Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh
buku nikah karena Pemohon | dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah
dan untuk kepentingan sebagai persyaratan administrasi kependudukan;

Menimbang, meskipun kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon
tidak hadir dalam prosesi akad nikah para Pemohon, namun keduanya sama-
sama menyaksikan bahwa para Pemohon sudah lama hidup sebagai suami istri
bahkan keduanya sama-sama mengetahui bahwa para Pemohon kembali ke
Indonesia ketika Pemohon Il dalam keadaan hamil dari pernikahan Pemohon Il
dengan Pemohon | sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan rumusan
kamar Agama sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun
2020 bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai syahadah istifadhah yang
dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah yang sudah lama terjadi,
apalagi pernikahan antara Para Pemohon terjadi pada sekitar 8 (delapan) tahun
yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon
yang sama-sama menyaksikan para Pemohon sudah lama hidup sebagai
suami istri, Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara
para Pemohon secara sah menurut hukum Islam sebab selama para Pemohon
tinggal bersama dalam satu rumah dan selama itu pula tidak ada seorang pun
yang mempermasalahkan hubungan antara para Pemohon, di samping itu pula
sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan
tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa
mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat
setempat;
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Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
secara Islam pada tanggal 25 Januari 2016 yang dilaksanakan di Limau
Manis, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten
Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon | adalah duda cerai hidup
dan Pemohon Il berstatus gadis;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon tidak ada memiliki hubungan
darah, hubungan sepersusuan, dan hubungan semenda, ataupun
hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il, baik secara agama maupun adat yang berlaku;

4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon I
belum pernah bercerai dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan
yang lain, serta tidak pernah keluar dari agama islam;

5. Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang
menggugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut;

6. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah adalah untuk
memperoleh buku nikah karena Pemohon | dan Pemohon Il belum
mendapatkan buku nikah dan untuk kepentingan sebagai persyaratan

administrasi kependudukan;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang
dimohonkan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan
alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di
Kantor Urusan Agama adalah karena para Pemohon melaksanakan pernikahan

namun sampai sekarang Pemohon | dengan Pemohon Il belum mendapatkan
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Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
tercatat, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bunguran Timur;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi
setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil
perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga
setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari
Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan
suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan
kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus
dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut
adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang
laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki
kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang
melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam
(magashid al-syariah) yaitu hifzhu al-nafs dan hifzhu al-nasl (memelihara jiwa
dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban
pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang
memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk
memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan
perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga
negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT
dalam surat al-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi:

8520 591 ols ot oiubols all Iodbol Istal .31 6T

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)
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Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa
setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang
berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan
tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah
SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana
hadis Rasulullah SAW berikut ini:

,zil:su:a&ﬂa Iglf.éto,&gﬂilulslgdalsl wl JB

Artinya: “Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka
sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka
sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri.” (H.R. Muslim)

5 ”aﬂiqﬂlul,atlllemJul o).u.mwlgycll,o 9u|u.c OS)SL)JPLMLE;SSJS
P@Jb.v.o.wls:cu’ }LQJIPX-AL‘SIOJU)WIJJPS-LLQ ysdo—o.. JL9
P‘C“J'C’SPSJ-Q IS;LA.UIUJ P‘CJSPS‘LQ Is.uuu?lul_‘? dJJILg.SlsLoJSU\BISxAJOIS

Artinya: "Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin
kalian, pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebaikannya dan
pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka
dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan
kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebaikannya adalah
bagimu dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk maka bagimu (untuk
tetap berbuat baik) dan bagi mereka (keburukan mereka)." (H.R al-Bukhari dan
Muslim)

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi
orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20
tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya
terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang
akan melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan
ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum
Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab,
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan
karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku;
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Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat
diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila
ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya
akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya
yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di
bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang
disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan
yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan
Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga
tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya Itsbat nikah
terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih
banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang
sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan
secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan
Itsbat nikah dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti ltsbat nikah lalu
dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan
meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai
Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara
yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Hakim berpendapat untuk
mengambil jalan tengah, yaitu ltsbat nikah boleh diajukan terhadap perkawinan
yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat
kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;
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Menimbang, bahwa adanya lembaga Itsbat nikah yang diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat
dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada
dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi
warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki
kesulitan (udzur syar’i) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya
jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (udzur syar’i) untuk
mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga Itsbat nikah
juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik
poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh
karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-
ketentuan permohonan Itsbat nikah yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya
anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila
dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan
permohonan Itsbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya
dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan
permohonan jtsbat nikah tersebut menunjukkan bahwa lembaga itsbat nikah
merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan
mengalami kesulitan (udzur syar’) untuk mencatatkan perkawinannya,
sehingga dalam perkara a quo Hakim berpendapat permohonan ltsbat nikah
yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya
kesulitan (udzur syar’i) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya
tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon yang tidak tercatat
perkawinannya sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para
Pemohon memiliki udzur syar’i untuk mencatatkan pernikahannya, sehingga
adanya udzur syar’i mengenai tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fikih yang
berbunyi:

0
-0

Olo gadl I5]5 gasdl Blo 13] 1391 &
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Artinya: “Segala sesuatu, jika ada dalam kondisi sempit, maka dapat diberikan
kelapangan (dispensasi). Namun jika sudah (kembali) dalam kondisi
lapang, maka aturannya (kembali) sempit (dilakukan aturan semula).”

Menimbang, kaidah fikih tersebut dalam perkara a quo dimaknai bahwa

aturan mengenai itsbat nikah yang merupakan pemberian kelapangan atau
dispensasi untuk mengesahkan dan menetapkan status pernikahan setelah
peristiwa pernikahan itu terjadi hanya dapat berlaku manakala terbukti adanya
kesempitan, kesulitan, atau udzur syar’i yang dialami oleh Para Pemohon untuk
mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian, secara a contrario, manakala
tidak terbukti adanya kesempitan, kesulitan, atau udzur syar’i yang dialami oleh
Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya, maka dispensasi atau
kelapangan dalam bentuk itsbat nikah atas peristiwa pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak dapat
dikabulkan. Oleh karena telah terbukti adanya udzur syar’i yang dialami oleh
Para Pemohon dalam pencatatan perkawinannya, maka permohonan Para

Pemohon dapat dipertimbangkan petitumnya lebih lanjut;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan yang
dilakukan Pemohon | dan Pemohon Il pada tanggal 25 Januari 2016 yang
dilaksanakan di Limau Manis, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur
Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau tersebut telah memenuhi
syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak
melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi
Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli figih
dalam kitab al-Figh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-
Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya
diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

aswog Vlalig (e d29) 9 T tames I OB
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Artinya: “Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali
nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab gabul).”

Bahwa selain itu, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon | dan
Pemohon adalah dikarenakan pernikahan tersebut dilaksanakan di Malaysia
dan status para Pemohon di sana sebagai pelancong, sehingga unsur adanya
udzur syar’i untuk mencatatkan perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah
terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi
Hukum Islam, maka Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon |
dengan Pemohon Il, oleh karena itu permohonan Pemohon | dan Pemohon Il

sebagaimana petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan
ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan
Para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan
administrasi kependudukan Para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum
anak Para Pemohon;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat
selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi

ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi
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pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya
garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqashid al-
syariah) yaitu hifzhu al-nafs dan hifzhu al-nas/ (memelihara jiwa dan nasab
serta keturunan);

Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.
1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon |
dan Pemohon Il mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama
Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai
dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para
Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON 1) dan
Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari
2016 di Limau Manis, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur
Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan

tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi
Kepulauan Riau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
Penutup
Demikianlah penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Miftahul
Jannah, S.Sy., sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah
Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/1/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal
Dispensasi/ I1zin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan
pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita Arisandy, S.H.

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Pemohon secara
elektronik.
Hakim Tunggal,

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

ttd

Selvy Anita Arisandy, S.H.

Perincian biaya perkara:

a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
b. Proses :Rp 75.000,00
c. Panggilan - Rp. 140.000,00
d. PNBP :Rp. 20.000,00
e. Redaksi :Rp 10.000,00
f. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
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